
 

 
 

 
BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR  11  TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN 
DATA, AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN 
SERTA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIAMIS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIAMIS, 

 

Menimbang  : a. bahwa Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin 

Pemanfaatan Data, Akses Nomor Induk 

Kependudukan, Data Kependudukan serta Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Ciamis 

telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Ciamis Nomor 35 Tahun 2017 berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang 

Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara 

Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor 

Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan 

Kartu Penduduk Elektronik; 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan 

menyatakan Menteri mendelegasikan kepada Direktur 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait 

pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk 

Pengguna dan Penyelenggara dan mencabut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata 

Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor 

Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan 

Kartu Penduduk Elektronik, sehingga Peraturan 

Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sudah tidak diperlukan lagi; 

  c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut 

dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah;  

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018                                

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 

2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan 

Data Kependudukan; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

  9. Peraturan Bupati  Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Ciamis Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

  10. Peraturan Bupati  Ciamis Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 
  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 

35 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA 

CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DATA, AKSES 

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA 

KEPENDUDUKAN SERTA KARTU TANDA PENDUDUK 

ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIAMIS. 
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PASAL 1 
 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan 

Data, Akses Nomor Induk Kependudukan, Data 

Kependudukan Elektronik di Kabupaten Ciamis (Berita 

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 37). 

Berikut semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

PASAL 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

 

Ditetapkan di Ciamis  

pada tanggal 24 Maret 2020   
            

BUPATI CIAMIS,  
 
 

Ttd/cap 

 

 
H. HERDIAT SUNARYA 

 
 
 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 24 Maret 2020      

SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 
 

Ttd/cap 

 
H. ASEP SUDARMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 12 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

Ttd/cap 
 
 

AEP SUNENDAR, SH., MH. 
NIP. 19621018 198303 1 005 


